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BAB III 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan yang diuraikan di atas, maka dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Penelantaran anak bisa disebabkan oleh banyak faktor seperti faktor 

keluarga, faktor pendidikan, faktor ekonomi, faktor kesehatan, faktor 

individu, faktor komunitas, dan faktor lingkungan sosial. Terhadap 

kasus di atas faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya penelantaran 

anak adalah faktor individu dan faktor lingkungan sosial. Terjadinya 

kehamilan yang tidak direncanakan sebelum menikah dan pergaulan 

bebas menyebabkan adanya kelahiran anak luar kawin. Ketika anak 

lahir tidak diakui dan kemudian terjadi penelantaran oleh ayah 

biologisnya. Faktor tersebut yang menyebabkan terjadinya penelantaran 

anak luar kawin karena sang ayah tidak mau bertanggungjawab atas 

perbuatan yang telah dilakukan.  

2. Pertanggungjawaban pidana pada kasus penelantaran anak luar kawin di 

atas tidak sampai pada tahap penuntutan pertanggungjawaban pidana 

akan tetapi, pertanggungjawaban pidana terhadap penelantaran anak 

telah di atur pada Pasal 305, Pasal 306, Pasal 307, Pasal 308 KUHP, 
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Pasal 77 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang 

Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. 

B. Saran 

1. Bagi masyarakat, diharapkan masyarakat dapat bertanggungjawab untuk 

melindungi hak-hak anak seperti yang telah diatur oleh peraturan 

perundang-undangan. 

2. Bagi pemerintah yang berwenang dalam memberikan perlindungan anak 

diharapkan bisa memberikan perlindungan kepada anak secara maksimal 

dengan memberikan sanksi yang tegas terhadap orang yang melakukan 

penelantaran anak.
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